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Pengadaan tanah adal ah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara ganti kerugian kepada yang
berhak atas tanah tersebut. Prosedur yang harus ditempuh dalam pengadaan tanah adalah dengan cara
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain cara tersebut adalah dengan cara jual-beli,
tukar-menukar, atau caralain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Substansi ketentuan ini bersifat keperdataan yang meliputi ketentuan pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata,
yang berarti harus memenuhi syarat-syarat sahnya kesepakatan dan persetujuan dan dilaksanakan oleh para
pihak dengan itikad baik. Pengadaan tanah ini biasanya diperuntukan bagi proyek pembangunan untuk
kepentingan umum. Sedangkan pengadaan tanah diperuntukan bagi proyek pembangunan untuk kepentingan
umum oleh pihak swasta dikenal dengan perolehan tanah. Perolehan tanah dapat dilakukan dengan cara
pencabutan, pembebasan dan pel epasan hak-hak atas tanah. Pemerintah mel aksanakan pembebasan, untuk
proyek pemerintah atau proyek fasilitas umum seperti kantor pemerintah, jalan raya, pelabuhan laut/udara
dan sebagainya. Sedangkan tujuan pembebasan dilakukan oleh pihak swasta dipergunakan untuk
pembangunan berbagai fasilitas umum yang bersifat komersil misalnya, pembangunan perumahan/real
estate, pusat-pusat perbel anjaan/shoping center, pembangunan jalan bebas hambatan dan lain-lain. Proses
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang
hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek pelaksanaan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah selalu
menimbulkan masalah hukum. Jika terjadi sengketa biasanya antara rakyat dan pemerintah atau rakyat dan
pihak swasta adalah berkisar tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau terjadinya manipulasi harga tanah
serta proses musyawarah yang dilakukan perubahan menjadi intimidasi baik secarafisik dan psikis terhadap
pemilik tanah. Ketentuan-ketentuan mengenai pelepasan hak-hak atas tanah masyarakat harus sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Pembangunan Daerah serta disinkronisasikan dengan Undang-
undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perumahan dan Pemukiman, dan lain-lain. Proses pelepasan
atau peyerahan hak atas tanah memang dirasa sulit pel aksanaannya, dan akan menjadi lebih kacau lagi

apabila ditangani secara sembrono dan tidak dialasi dengan etika pertanggung-jawaban yang semestinya.
Maka, diharapkan dalam hal ini semua pihak menyadari, bahwa lembaga hukum penyerahan atau pel epasan
hak atas tanah adalah diciptakan untuk mendukung pemerintah dalam usahanya menyelenggarakan
pembangunan Negara dan bangsa.

<hr>

Procurement of land is any activity to gain ground by way compensation to those entitle to the land.
Procedures to be followed in the procurement of land is by way of of release or transfer of land rights. Other
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than land acquisition is by way of sale, exchange, or otherwise voluntary agreed by the parties concerned.
The substance of this provision is covering the civil provisions of article 1320 jo. 1338 Civil Code, which
means it must meet the terms of legitimacy and consent agreement and execute by the parties in good faith.
This land acquisition for development projects are usually intended for public use, while the procurement of
land intended for development projectsin public interest by the private parties with the acquisition of land
know. Land acquisition can be done by way of revocation, redemption and release of rightsto land. For
government projects or public facilities project such as government offices, road, sea/airport and so on.
While the goal of liberation conducted by private parties are used for for the construction of public facilities
of acommercial character, for example, housing construction/real estate, shopping malls/shopping centers,
highway construction and others. The process of release or transfer of land rightsis an activity of releasing
the legal relationship between the holders of land rights to the land under hisrule, by providing
indemnification on the basis of deliberation. It isinevitable that in practice the implementation of the release
or transfer of land rights laws are always causing trouble. If adispute is usually between people and their
government or the people and private parties are ranged about the form and amount of indemnification or
manipulation of land prices and deliberative process that was change into intimidation both physical and
psychic to the landowner. The provisions regarding the release of rights of public land shall bein
accordance with the Spatial Plan or Local Development Plan and is synchronized with the Environmental
Law, Law of Housing and Settlements, and others. The process of release or transfer of land rights are
considered difficult implementation, and will become more chaotic again when handle carelessly and not
covered by ethics proper accountability. Thus, it is expected in this case all parties recognize, that the legal
institutions surrender or waiver of land was created to support the government in an attempt to hold the state
and nation building.



